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ABSTRACT

 

The times in the era of globalization not only brings great influence on the state Inonesia but also have an impact on the development of society, behavioral, and cultural shifts in the community.

Such a situation is aggravated by the state of the Indonesian economy is getting weaker and the population growth rate is faster and it is not accompanied by adequate job creation. Giving rise to behavior that deviates from the public spotlight one author is an act of thuggery.

Act of thuggery continues to grow from year to year so that makes unrest in society, thuggery in Indonesia is increasing fertile because thuggery has entered into the layers of people's lives, for example thuggery much employed in the company to facilitate their efforts there is also thuggery employed by the government with an excuse to protect them from external parties. It is very tragic dikehidupan a society in which the position of the security apparatus is no longer an option for those who are looking for security, but as we all know that this thuggery actions deviate from the provisions of the law but it is increasingly difficult to eradicate thuggery as we saw with thuggery until now still continue to exist even tend to increase. 

Decisive action of the apparatus is desirable in order to create a safe and orderly community life of this thuggery disorder.
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia, dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai menambah banyak aspek kehidupan.
Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi era globalisasi ekonomi, bangsa ini juga semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.
Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme dikalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan stuktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhsuburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk material dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Disini yang disebut masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (class), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu didalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme dimasyarakat. Praktir premanisme tersebut tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.
Praktik premanisme di dunia bisnis sering kali  dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis debt collectormenjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis real estate dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.
Didunia politik, tidak jarang premanisme dan budaya berdiri diatas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai orde reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri diatas hukum sangat transparan.
Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukum “semau gue” dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga ditengah masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi “hakim sekaligus polisi” yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut.
Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape(Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakkan hukum secara konsisten dari pada penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengidikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (punishment) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.
Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan  dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa  memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi  preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali, Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali  beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat  tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat
. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula tepat dan dapat mengatasipreman.
Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya  penaggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat  dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam  menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak  kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di  sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian  melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan  pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun  didaerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman,  dan tertib dapat tercapai. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan  berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Polresta Samarinda.Untuk itu penulis melakukan  penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : “TINDAKAN PREMANISME SEBAGAI TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA SAMARINDA (POLRESTA SUNGAI KUNJANG SEBAGAI LOKASI PENELITIAN)”.
BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana 

Kata Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, nestapa atau rasa sedih. Dalam bahasa Belanda disebut Straf. Hukum Pidana adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.
Tindak Pidana atau sering disebut sebagai perbuatan pidana atau delik (Strafbaar Feit) adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana
. Perbuatan yang melanggar hukum pidana itulah yang dapat dipidana dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat anasir-anasir melawan hukum
, Molejatno menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut ;
2. Perihal atau keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

4. Unsur melawan hukum yang obyektif; dan 
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Namun demikian adakalanya suatu peristiwa pidana tidak dapat dihukum dikarenakan di dalam tindak pidana tersebut terdapat anasir atauunsur yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut sehingga kepada pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam titel ke-3 Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan sebagai berikut :
1. Alasa Pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku perbuatannya tetap melawan hukum, tetapi tidak dihukum karena tidak adanya kesalahan.
3. Alasan penghapus Penuntutan, yaitu dalam hal ini pemerintah menilai atas dasar utilitasatau kemanfaatannya terhadap masyarakat, seharusnya penuntutan ditiadakan.
B. Pengertian Premanisme
Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda vrijman yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata ismeyang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan kelompok masyarakat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh “preman” dalam dua entri : (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tindakan tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme disini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilau seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.
Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda vrijman yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, freeman (orang bebas) disini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, freeman (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian freeman ini lebih jelas karena ada pembedaan antara  militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggora militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil (KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana diluar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.
Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan, terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan yang dilakukan oleh Premanisme yang termasuk tindak pidana yang terjadi di Kota Samarinda (Wilayah Polsekta Sungai Kunjang) 
Berdasarkandata hasil Operasi Pekat di Polresta  Samarinda (Penelitian diPolsekta sungai kunjang ) pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013 terdapat beberapa pasal dari KUHP yang disangkakan sebagai tindak pidana  yang dilakukan oleh preman serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun data yang penulis peroleh dari hasil penelitian bahwa tindakan yang dilakukan oleh preman yang termasuk dalam tindak pidana yang terjadi di kota Samarinda (lokasi penelitianPolsekta Sungai Kunjang) adalah  sebagai berikut :
1. Pasal 170 KUHP (tentang melakukan kekerasansecara bersama-sama di depan umum /pengeroyokan ) 

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan  terhadap orang atau barang, diancamdengan pidana penjara paling lamalima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidanapenjara paling lamatujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
3. Dengan pidana penjara palinglama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
Salah satu kasusyang berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas seperti padakasus yang penulis peroleh dari hasilpenelitian di Polresta Sungai Kunjang bahwa telah terjadisebuah peristiwa pengeroyokan pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitarpukul 14.00 wita terhadap korban  bernama Jamaluddin alis Udin (40) yang disebabkan kesalah pahaman oleh pelaku bernama Syahroni alias Roni (38) bersamadengan Doni (30), Rahman (27), dan Budiman alias Budi (29) melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka. 
2. Pasal 336 KUHP

1) Diancam dengan pidanapenjarapaling lamadua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan  yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan  kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara palinglama lima tahun.
Unsur-unsurnya adalah :

a. Dihukum menurut pasal ini adalah mengancam dengan:
1) Kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang (Pasal 170)
2) Suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi pengamanan umum dari orang atau barang (Pasal 187 dan Pasal 106)
3) Memaksa atau perbuatan melanggar kesopanan (verkrachting) Pasal 285 dan Pasal 289;
4) Suatu kejahatan terhadap jiwa orang (Pasal 338)
5) Penganiayaan berat (Pasal 354) dan pembakaran (Pasal 187)
b. Diancam hukuman lebih berat, jikaancaman itudilakukan dengan surat (tertulis) atau  dengan perjanjian tertentu.
c. Kejahatan mengancam ini baru dipandang selesai, apabila ancaman itu telah sampaidiketahui olehyang diancam,sebelumnya itu dipandang sebagai percobaan. Tidakperlu, bahwa apa yang diancamkan itu  betul-betul dilaksanakan.
d. Hukum yang diancamkan pada tindak pidana ini adalah maksimun hukuman penjara dua tahun delapan bulan,dan menurut ayat (2) dinaikkan menjadi lima  tahun apabila ancaman dilakukan dengan suatu syarat tertentu.
Salahsatu kasus yang berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas seperti pada  kasus yang penulis peroleh dari hasilpenelitian di Polsekta Sungai  Kunjang bahwa telah terjadi sebuahperistiwapengancaman,pemerasan dan pengrusakan terhadap sopir angkot yang bernama Rahmadi (42) pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita oleh pelaku yang bernama Rustam Efendy alias Fendy (35), Kamaruddin alias Kama (23), dan Basri aliasBaco (33)dengan menghentikan mobil korban setelahmengantar penumpang di Terminal Sungai Kunjang karena menolak memberikan uang sesuai yang diminta,maka pelaku memecahkan kaca  sepion mobil angkot milik korban .
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis, pertama adalah tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh  premanisme dan kedua adalah upaya penanggulangan premanisme yang  dilakukan oleh Polresta Samarinda

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah  pokok di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Premanisme

Tindakpidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme yang terjaring dalam Operasi “Street Crime”  oleh  Polresta  Samarinda  

( Polsekta Sungai Kunjang ) antara lain adalah : 

a. Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum ;

b. Pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan;

c. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; 

d. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (afpersing) ;

e. Pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum;

f. Pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum; 

g. Pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi;

h. Peraturan daerah kota Samarinda yang sering di langgar oleh premanisme; 

2. Upaya Penanggulangan Premanisme oleh Polresta Samarinda ( Polsekta Sungai Kunjang) Dalam upaya penanggulangan premanisme di Samarinda pihak  Polresta Samarinda (Polsekta Sungai Kunjang) menempuh dengan dua upaya yaitu upaya secara preventif dan dengan upaya secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa menjanjikan perlindungan dan  memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati  keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga  masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan  premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polresta Samarnda  juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan Operasi  Pekat dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat. 

B. Saran 
Berkaitan dengan maraknya perilaku premanisme dan semakin rendahnya tingkat ketenangan di tengah masyarakat, maka perlu dilakukan  antisipasi dan penanganan serius terhadap hal tersebut. Penanggulangan  terhadap tindak pidana oleh premanisme juga dapat dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Tanda disadari, kita mungkin sering  melakukan tindakan premanisme kecil-kecilan, seperti misalnya parkir di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, tidak membayar hutang yang searusnya menjadi hak yang memberi hutang, sebagai senior memeras mahasiswa baru, dan sebagainya. Jika hal-hal premanisme sumir seperti itu bisa kita hilangkan,  tentunya akan berdampak besar, sehingga orang lain pun tidak akan melakukan aksi premanisme terhadap kita. Jika semua orang seperti itu,  tentunya tidak ada lagi premanisme besar-besaran, apalagi premanisme antar  Negara.


Dalam mengatasi premansme dan menanggulangi premaisme  dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat  rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan  rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

2. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu  melalui pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ekonomi.

a. Pendekatan keagamaan

Dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman. 

b. Pendekatan Kemanusian

Para pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.

c. Pendekatan ekonomi 

Mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang menghidupi keluarga mereka

3. Upaya penanggulangan premanisme adalah tanggung jawab bersama  antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Sehingga dituntut peran  aktif dari masyarakat untuk membantu pelaksanaan penanggulangan premanisme yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian, agar dapat  tercipta ketertiban bersama.
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